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ABSTRAK  

LUSI SUSANTI : 2015/15052011. Perlindungan Hak-Hak Perempuan Korban 

Kekerasan (Studi Kasus Women’s Crisis Center Nurani 

Perempuan di Kota Padang) 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Program Women’s Crisis 

Center Nurani Perempuan dalam perlindungan perempuan korban kekerasan, 

mendeskripsikan proses layanan terhadap korban, dan mengidentifikasi kendala yang 

dialami dalam memberikan perlindungan hak-hak perempuan korban kekerasan di 

Kota Padang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan 

pendekatan studi kasus, pengumpulan data diperoleh dari sumber data primer dan 

data skunder dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya 

teknik analisis data yang digunakan adalah pengumpulan data, reduksi data, 

penyajian data, dan menarik kesimpulan atau verifikasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa program perlindungan yang 

dilakukan Women’s Crisis Center Nurani Perempuan yaitu kegiatan pencegahan yaitu 

dengan membentuk tujuh komunitas dampingan Nurani Perempuan di beberapa 

kecamatan Kota Padang, dan melakukan sosialisasi serta diskusi dengan mahasiswa 

ataupun masyarakat. Kedua, program penanganan memberikan layanan berupa 

layanan konsultasi (psikologis dan hukum), medis, pendampingan, rumah aman 

(shelter), dan pemulangan korban. Ketiga, program advokasi yaitu mengontrol kerja 

legislatif agar bekerja sesuai dengan tugasnya, serta mendorong pemerintah untuk 

membuat kebijakan yang memihak kepada perempuan korban. 

Selanjutnya, proses layanan terhadap korban dimulai dengan dilakukan 

asessessment awal untuk mengetahui kebutuhan korban, korban akan diberi 

penguatan, mendapatkan konseling, pendampingan, dan pemulihan korban dan 

keluarga korban. Kemudian, kendala dihadapi adalah kurangnya sumber daya 

manusia yang bertugas untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan kasus, sumber 

dana untuk penanganan korban, belum adanya Memorandum of Understanding 

sehingga belum ada perjanjian tertulis yang mengikat dengan lembaga lain terkait, 

Masyarakat sekitar kurang tersosialisasi sehingga masyarakat lingkungan masih ada 

yang belum mengetahui program Nurani Perempuan.  

Kunci: Perlindungan, kekerasan, Women’s Crisis Center Nurani Perempuan.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Kekerasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan 

sebagai suatu perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan 

cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang 

orang lain. Selain itu, menurut Murniati (2004:222) kekerasan adalah perbuatan 

seseorang dalam relasi antar manusia, dimana terdapat satu pihak dalam situasi 

tidak menyenangkan, membebani, dan tidak bebas. Sementara itu, Fakih 

(2013:17) mengatakan kekerasan merupakan serangan atau invasi terhadap fisik 

maupun mental psikologis seseorang. Jadi, kekerasan adalah perbuatan 

menyimpang yang dilakukan oleh seseorang dalam hubungan antar manusia dan 

mengakibatkan luka fisik maupun psikologis si korban kekerasan. 

Tindakan kekerasan tergolong dalam tindakan yang melanggar hak asasi 

manusia. Oleh karena itu, Negara bertanggung jawab atas perlindungan dan 

jaminan hak setiap warga negaranya. Tanggung jawab tersebut tertuang pada 

UUD 1945 pasal 28 huruf I ayat (4) yaitu “perlindungan, pemajuan, penegakkan, 

dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama 

pemerintah”. Selain itu, pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan bahwa “HAM adalah seperangkat 

hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan 

Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung 

tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan sertiap orang demi 

kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia”. Selanjutnya, 
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Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia  Pasal 3 

ayat (3) menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi 

manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi”. Tanpa diskriminasi 

menunjukkan bahwa laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama 

untuk mendapatkan perlindungan. 

Kekerasan yang dilakukan terhadap sesama manusia disebabkan oleh 

berbagai sumber, salah satunya adalah anggapan gender. Anggapan yang 

menyatakan bahwa laki-laki memegang kekuasaan atas segalanya, perempuan 

dianggap lemah, dan peranannya masih dibawah kendali laki-laki. Oleh sebab 

itu, diskriminasi gender masih terjadi pada masa sekarang (dalam Fakih, 

2013:17). Diskriminasi menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat (3) yaitu:  

“setiap pembatasan, pelecehan, atau pengecualian yang langsung 

ataupun tidak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas 

dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, 

status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang 

berakibat pengurangan, penyimpangan, atau penghapusan, 

pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan 

kekebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif 

dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek 

kehidupan lainnya”.  

Diskriminasi gender menurut Cambridge Dictionary merupakan suatu 

situasi seseorang yang dianggap kurang baik karena jenis kelamin mereka, 

situasi ini biasanya ketika seorang perempuan diperlakukan kurang baik 

daripada laki-laki (Murnalungito, 2016:5). Diskriminasi gender diatur dalam 

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi 

Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. Mengacu pada 
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Undang-Undang tersebut, salah satu bentuk diskriminasi terhadap perempuan 

adalah kekerasan berbasis gender seperti merusak, menghalangi, meniadakan 

penikmatan oleh perempuan atas hak asasinya dan kebebasan fundamental 

berdasarkan hukum internasional atau berdasarkan konvensi hak asasi manusia. 

Hak dan kebebasan itu meliputi hak untuk hidup dan hak untuk tidak mengalami 

penganiayaan, kekejaman, perbuatan atau hukuman yang menurunkan martabat 

dan tidak berperikemanusiaan.  

Kekerasan berbasis gender menurut Deklarasi Perserikatan 

Bangsa-Bangsa (PBB) tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan 

tahun 1993 adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang 

berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, dan psikologis 

termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan 

secara sewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam 

kehidupan pribadi. Deklarasi Convention an the Elimination of all forms of 

Dicrimination Againts Women (CEDAW) 1993 menegaskan bahwa“kekerasan 

berbasis gender adalah perwujudan ketimpangan dari pola hubungan kekuasaan 

antara laki-laki dan perempuan yang mengakibatkan dominasi dan diskriminasi 

terhadap oleh kaum laki-laki dan hambatan kemajuan bagi mereka”. 

 Kekerasan berbasis gender pada umumnya identik dengan kekerasan 

terhadap perempuan. Hal ini dikarenakan realitanya kekerasan yang terjadi 

sebagian besar korbannya adalah perempuan. Menurut La Pona dkk dalam 

Sugihastuti dan Itsna (2007:172) kekerasan terhadap perempuan merupakan 

tindakan seorang laki-laki atau sejumlah laki-laki yang mengerahkan 
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kekuatannya sehingga menimbulkan kerugian atau penderitaan secara fisik, 

seksual, maupun psikologis pada seseorang atau sekelompok perempuan, 

termasuk kedalam tindakan yang bersifat mengancam, memaksa, atau berbuat 

sewenang-wenang baik yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat maupun 

kehidupan pribadi pada ranah domestik maupun publik.  

Kekerasan terhadap perempuan di Indonesia masih dapat dikatakan 

tinggi. Secara statistik, kekerasan terhadap perempuan dapat dilihat menurut 

data Lembar Catatan Tahunan (CATAHU) Komnas Perempuan tahun 2018, 

kekerasan diranah rumah tangga/relasi personal meliputi kekerasan terhadap 

istri berada pada peringkat pertama yaitu 5.114 kasus, kekerasan dalam pacaran 

berada pada peringkat kedua yaitu 2.073 kasus, kekerasan terhadap anak 

perempuan 1.417 kasus. Kekerasan di ranah privat/personal persentase tertinggi 

adalah kekerasan fisik 41% (3.951 kasus), diikuti dengan kekerasan seksual 31% 

(2.988 kasus), kekerasan psikis 17% (1.638 kasus), dan kekerasan ekonomi 11% 

(1.060) kasus. 

Perempuan yang menjadi korban kekerasan harus mendapatkan 

perlindungan dan penanganan untuk memperoleh hak-haknya kembali. 

Perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan bisa dilakukan oleh 

pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dalam bidang itu. 

Pemerintah membentuk lembaga-lembaga yang khusus menangani kasus 

kekerasan yaitu diantaranya Komisi Nasional HAM, Komnas Perlindungan 

Anak Indonesia, Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Lembaga 

Bantuan Hukum Asososiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK) dan 
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lain-lain. Sementara itu, lembaga swadaya masyarakat yang menangani kasus 

perempuan diantaranya Yayasan Lentera Sintas Indonesia, Koalisi Perempuan 

Indonesia, Women’s Crisis Center dan lain-lain.  

 Lembaga Women’s Crisis Center Nurani Perempuan didirikan dibawah 

yayasan Zilla Nissa pada tahun 1999 di Kota Padang. Women’s Crisis Center 

Nurani Perempuan beraktivitas dalam penghapusan kekerasan terhadap 

perempuan dan anak. Lembaga ini berusaha menciptakan lingkungan tanpa 

diskriminasi dan kekerasan, khususnya terhadap perempuan. Program yang 

dilaksanakan yaitu kegiatan pencegahan, penanganan, dan upaya mendorong 

hadirnya kebijakan yang memastikan terpenuhinya hak-hak perempuan korban. 

Sejauh ini layanan yang diberikan kepada korban yang ditangani adalah layanan 

kesejahteraan sosial berupa penyantunan, rehabilitasi, pendampingan, konseling, 

dan penyediaan ruman aman (Shelter).  

Kasus yang masuk ke Nurani Perempuan dari tahun 2016-2018 dapat 

dilihat pada tabel berikut ini 

Tabel 1.1 Data Kasus Kekerasan Tehadap Perempuan 

No. JENIS KASUS 2016 2017 2018 

1. Kekerasan Seksual (Perkosaan,Pelecehan 

Seksual, dan Eksploitasi Seksual) 

54 54 58 

2. Traffiking
 

6 4 4 

3. Non Kekerasan Berbasis Gender 4 2 3 

4. Indikasi Perkosaan - 3 5 

5. Eksploitasi Gambar - 1 2 

6. Kekerasan Dalam Rumah Tangga 43 48 56 

7. Kekerasan Dalam Pacaran 2 4 8 

10. Pernikahan Anak - 3 3 

11. Kehamilan Tidak Diinginkan - 11 13 

12. Pemaksaan Aborsi - 2 2 

13.  Gang Rape - - - 

 JUMLAH 109 132 154 

Sumber Data: Nurani Perempuan Women’s Crisis Center 2019 
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Berdasarkan data tabel diatas, dapat dilihat bahwa selama 3 tahun kasus 

kekerasan terhadap perempuan di Kota Padang cenderung meningkat. 

Berdasarkan grandtour diketahui bahwa Women’s Crisis Center Nurani 

Perempuan masih menghadapi masalah dalam menjalankan program kegiatan 

diantaranya: Pertama, dalam program pencegahan adalah persepsi masyarakat 

yang belum sama bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk 

kedalam persoalan yang penting dan wajib ditangani. Masyarakat juga masih 

banyak yang mengatakan kasus kekerasan terhadap perempuan adalah aib dan 

takut untuk melaporkan kepada pihak yang bersangkutan. Kedua, masalah yang 

dihadapi dalam program penanganan adalah proses hukum yang berjalan lambat 

dan pertanyaan dari pihak kepolisan yang cenderung menyalahkan korban, 

sehingga korban merasa tidak nyaman dan menganggap kasusnya tidak 

ditindaklanjuti dengan baik. Perempuan korban kekerasan banyak yang tidak 

memilik kartu jaminan kesehatan dalam bentuk BPJS atau Kartu Indonesia 

Sehat (KIS), sehingga terkendala dalam pembiayaan. Pemerintah dan dinas 

sosial juga tidak mempunyai anggaran jelas dalam penanganan korban 

kekerasan terhadap perempuan. Ketiga, masalah yang dialami dalam mendorong 

lahirnya kebijakan dari pemerintah adalah persepsi pemerintah yang tidak 

memahami bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah persoalan 

yang harus segara diselesaikan. 

Penelitian terdahulu terhadap Women’s Crisis Center Nurani Perempuan 

adalah dalam hal Komunikasi Interpersonal Konselor Terhadap Korban 

Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kota Padang. Penelitian tersebut 
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memusatkan perhatian bagaimana proses komunikasi interpesonal konselor 

yang dilakukan oleh Women’s Crisis Center Nurani Perempuan terhadap korban 

kekerasan dalam rumah tangga dan membangun kembali konsep diri bagi 

korban kekerasan. Berbeda halnya dengan penelitian yang akan dilakukan oleh 

penulis yaitu memusatkan penelitian pada peranan yang dilakukan oleh 

Women’s Crisis Center Nurani Perempuan dalam perlindungan hak-hak 

perempuan korban kekerasan. Apabila penelitian ini dilakukan harapan penulis 

adalah kedepannya masyarakat mendapatkan informasi bahwa sudah terdapat 

lembaga yang menganani dan memberikan perlindungan kepada perempuan 

yang menjadi korban kekerasan. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian dan menuangkan dalam judul “Perlindungan Hak-Hak 

Perempuan Korban Kekerasan (Studi Kasus Women’s Crisis Center 

Nurani Perempuan di Kota Padang)”.  

B. Identifikasi Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka 

identifikasi masalah dalam penelitian sebagai berikut: 

1. Masyarakat masih menganggap bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan                                

adalah hal tabu atau aib, sehingga tidak perlu dilaporkan.  

2. Sebagian masyarakat belum memahami bahwa kasus kekerasan terhadap 

perempuan adalah hal yang penting dan harus ditangani. 

3. Proses penanganan hukum terhadap perempuan yang mengalami kekerasan 

berjalan lambat oleh pihak kepolisian. 
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C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka peneliti memberikan 

batasan masalah tentang Perlindungan terhadap hak-hak perempuan korban 

kekerasan yang ditangani oleh Women’s Crisis Center Nurani Perempuan di 

Kota Padang. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasakan latar belakang masalah, maka penulis mengutarakan 

rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana program Women’s Crisis Center Nurani Perempuan dalam 

perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan di Kota Padang ? 

2. Bagaimana proses layanan terhadap korban yang dilakukan oleh Women’s 

Crisis Center Nurani Perempuan di Kota Padang ? 

3. Apa saja kendala yang dihadapi oleh Women’s Crisis Center Nurani 

Perempuan dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan 

korban kekerasan di Kota Padang ? 

E. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan program Women’s Crisis Center Nurani Perempuan dalam 

perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan di Kota Padang. 

2. Mendeskripsikan proses layanan terhadap korban yang dilakukan oleh 

Women’s Crisis Center Nurani Perempuan di Kota Padang.   
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3. Mengindentifikasi kendala yang dihadapi oleh Women’s Crisis Center 

Nurani Perempuan dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak 

perempuan korban kekerasan di Kota Padang. 

F. Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi semua pihak 

yang membutuhkan. Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap 

ilmu pengetahuan dan pengembangan ilmu-ilmu sosial khususnya ilmu 

hukum dan gender dalam kaitannya dengan perlindungan hak-hak warga 

negara terutama kekerasan terhadap perempuan dan anak. 

2. Secara praktis 

a. Hasil penelitian diharapkan berguna bagi lembaga swadaya masyarakat 

untuk memberikan perlindungan hak-hak dan pelayanan sosial terhadap 

perempuan korban kekerasan. 

b. Hasil penelitian diharapkan berguna bagi masyarakat terutama perempuan 

yang mengalami kekerasan untuk dapat melaporkan ke lembaga 

pelayanan sosial yang bersangkutan, agar korban mendapatkan 

penanganan dan mendapatkan hak-haknya guna untuk memperbaiki 

kehidupannya kembali.
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Program Women’s Crisis Center Nurani Perempuan dalam perlindungan 

terhadap perempuan korban kekerasan di Kota Padang 

Ada tiga program dari Women’s Crisis Center Nurani Perempuan 

dalam memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan 

di Kota Padang, yaitu: Program pencegahan, program penanganan, dan 

program advokasi atau mendorong lahirnya kebijakan yang berpihak 

kepada korban.  

2. Kendala-kendala yang dihadapi oleh Women’s Crisis Center Nurani 

Perempuan dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak 

perempuan korban kekerasan di Kota Padang 

Adapun kendala-kendala yang dihadapi dalam perlindungan 

perempuan korban kekerasan adalah sebagai berikut: 

a. Dari segi sumber daya manusia (SDM) masih kurang karena belum 

adanya tim khusus untuk melakukan sosialisasi, pengurus yang 

bertugas untuk melakukan penanganan juga terbatas, jadi apabila 

kasus yang masuk itu banyak maka akan terkendala dalam 

penanganannya.  

b. Dari segi dana terbatas, karena nurani perempuan merupakan lembaga 

yang berdiri sendiri dan tidak terikat penuh dengan lemabga apapun. 

Sumber dana yang diperoleh berasal dari lembaga-lembaga donor 
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yang tidak terikat, stimulant bantuan dari pemerintah untuk beberapa 

kegiatan, zakat dan beberapa donatur. Selain itu pemerintah juga 

belum memiliki anggaran yang jelas bagi korban, karena setiap proses 

penanganan hingga pemulihan korban membutuhkan biaya.  

c. Kurangnya dukungan dari lembaga lain yang terkait dengan 

perlindungan perempuan korban kekerasan. Dalam hal ini adalah 

penanganan hukum yang lambat, sehingga menyebabkan hilangnya 

kepercayaan korban. selain kerjasama yang dibangun oleh Nurani 

perempuan dengan lembaga terkait seperti DP3AP2KB, Dinas Sosial, 

dan Polresta Padang belum ada Memorandum of Understanding 

(Mou).  

d. Kurang tersosialisasi masyarakat sekitar Nurani Perempuan, yaitu 

masyarakat ada yang belum mengetahui program nurani perempuan 

dan hanya sekedar mengetahui nama lembaga saja.  

3. Proses Layanan terhadap korban yang dilakukan oleh Women’s Crisis 

Center Nurani Perempuan 

Berdasarkan hasil penelitian oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa 

Nurani Perempuan selalu mengupayakan pelayanan yang maksimal bagi para 

korbannya. Proses pelayanan bagi korban yang masuk akan dimulai dari 

kegiatan assessment awal yang bertujuan untuk mengetahui apa saja yang 

menjadi kebutuhan korban. Setelah itu, korban akan mendapatkan penguatan 

kemudian pendampingan baik itu berupa psikologis, medis, dan hukum serta 
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rumah aman. Setelah kasus selesai, korban juga akan menerima layanan 

pemulihan agar korban bisa berdaya dan dapat menentukan sikapnya sendiri.    

B. Saran 

Berdasarkan kepada kesimpulan yang diambil berkaitan dengan 

penelitian ini, maka penulis menyampaikan saran yang kiranya dapat 

dilakukan dan bermanfaat bagi orang lain, diantaranya: 

1. Bagi lembaga Women’s Crisis Center Nurani Perempuan 

Diharapkan kedepannya dapat menambah jumlah sumber daya 

manusia atau pengurus organisasi, agar setiap program dapat dijalankan 

dengan maksimal. Selanjutnya dapat mengadakan sosialisasi terhadap 

masyarakat lingkungan kantor, agar masyarakat tersebut dapat 

mengetahui dan mengikuti serta mendukung program dari Nurani 

Perempuan. 

 2. Bagi pemerintah/lembaga terkait  

Diharapkan agar dapat membuat anggaran atau bantuan untuk 

penanganan perempuan yang menjadi korban kekerasan. Lembaga 

terkait juga diharapkan dapat saling membantu dalam penanganan 

korban.  

3. Bagi masyarakat  

Diharapkan untuk tidak lagi memberi stigma kepada perempuan yang 

menjadi korban. Masyarakat harus memahami bahwa perempuan dan 

anak yang menjadi korban hendaknya harus dilindungi dan dibantu agar 

memperoleh kembali hak-haknya.  
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4.Bagi Korban 

Diharapkan korban untuk tidak menyalahkan diri sendiri dan segera 

melapor kepada pihak atau lembaga layanan agar kasusnya segera 

ditangani. Setelah korban selesai ditangani, diharapkan agar korban 

dapat menentukan sikap sendiri supaya kelak tidak menerima perlakuan 

yang sama kembali dan dapat memperbaiki hidupnya kembali.  
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